7

Laporan Akhir Misi Pemantau Terbatas the Carter Center
untuk Pemilu Legislatif

9 April 2009
di Indonesia

Memperjuangkan Perdamaian. Memerangi Penyakit. Membangun Harapan.






Laporan Akhir Misi Pemantau Terbatas the Carter Center
untuk Pemilu Legislatif
9 April 2009 di Indonesia

One Copenhill
453 Freedom Parkway
Atlanta, GA 30307
(404) 420-5188
Fax (404) 420-5196
www.cartercenter.org
Agustus 2009






o

AN
;,_L

] ,.# ALJ
28&._,_

Iy

W

Pgkanbaru,

Sumatr

Palembar

=4




9

@ Saban




RINGKASAN IKHTISAR

Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9
April 2009 di Indonesia menandai
dimulainya pemilu nasional yang ketiga
kalinya sejak kembalinya Indonesia ke
pemerintahan yang demokratis setelah masa
Orde Baru mantan Presiden Soeharto
berakhir, dan pemilu yang pertama
berdasarkan sistem open-list (daftar
terbuka). Pemilu legislatif ini merupakan
pemilu terbesar di dunia yang dilaksanakan
secara terpusat dalam sehari, dengan lebih
dari 171 juta nama dalam daftar pemilih dan
sebanyak kurang lebih 519,000 Tempat
Pemungutan Suara(TPS). Tiga puluh
delapan partai politik memperebutkan
sekitar 19,000 kursi dalam Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR)) tingkat nasional,
propinsi dan kabupaten, sementara enam
partai lokal tambahan memperebutkan kursi
dalam DPR Aceh.

Hasil pemilu legislatif mempunyai pengaruh
terhadap pemilu presiden 8 Juli, dengan
hanya partai-partai atau koalisi partai yang
memperoleh 25 persen suara, atau 112 Kkursi
DPR, yang bisa mencalonkan kandidat
presidennya. Dari 46 partai yang bersaing
dalam pemilu legislatif, hanya Partai
Demokrat secara sendirian yang memenuhi
ambang batas perolehan ini, sehingga
mengakibatkan koalisi multi partai untuk
memperebutkan kursi kepresidenan.



PEMANTAUAN PEMILU CARTER
CENTER DI INDONESIA

The Carter Center sebelumnya telah
memantau pemilu 1999 maupun seluruh
putaran pemilu 2004 di Indonesia. Pemilu
2004, secara luas dianggap telah
dilaksanakan secara baik, berhasil dan
menghormati kemauan rakyat,
memperlihatkan komitmen Indonesia
terhadap konsolidasi demokratis. Namun,
sejak pemilu 2004, tuduhan-tuduhan adanya
korupsi di pemerintahan, maupun kesulitan
ekonomi, kekerasan sporadis, dan tragedi
tsunami tahun 2004 telah mengancam
kestabilan perkembangan demokrasi di
Indonesia. The Carter Center, yang
bertujuan memperlihatkan dukungan
internasional yang terus berlanjut bagi
proses demokrasi di Indonesia, menjalankan
sebuah misi pemantau terbatas untuk
memantau pemilu legislatif 9 April 20009.

Misi pemantauan terbatas Carter Center,
yang disambut baik oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU), meliputi dibentuknya kantor
perwakilan di Jakarta pada bulan Maret
2009 dan dikirimkannya sebuah tim kecil
pemantau jangka panjang (long term
observers) dan pemantau jangka pendek
(short term observers). Berhubung
terbatasnya jangkauan misi tersebut, para
pemantau tidak melakukan penilaian secara
menyeluruh terhadap proses pemilu. Akan
tetapi mereka memfokuskan diri pada tiga
aspek penting pemilu, yaitu:
penyelenggaraan pemilu, dana kampanye,
dan penyelesaian sengketa pemilu, maupun
proses pemilu di Aceh. Para pemantau
secara berkala berinteraksi dengan KPU,
pemerintah, pengurus partai, dan

stakeholder (pemangku kepentingan)
internasional. Mereka juga melakukan
pemantauan terhadap kegiatan kampanye
dan prosedur pemungutan suara pada hari
pemilu.

The Carter Center melakukan pemantauan
sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip
Pemantauan Pemilu Internasional, yang
menyebutkan bahwa “misi pemantau yang
berdiri sendiri dan hanya fokus pada isu
tertentu juga bisa dipakai, asalkan misi
tersebut membuat pernyataan publik yang
jelas bahwa kegiatan dan kesimpulan misi
mereka memiliki jangkauan terbatas dan
bahwa mereka tidak mengambil kesimpulan
mengenai proses pemilu secara keseluruhan
berdasarkan kegiatan pemantauan mereka
yang terbatas.”

The Carter Center terus berada di Indonesia
hingga 31 Mei 2009, untuk berkonsultasi
dengan pejabat pemilu, partai-partai politik,
dan stakeholder masyarakat madani tentang
masalah masalah seputar prosedur dana
kampanye, penyelenggaraan pemilu, dan
mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.
Selama itu, The Carter Center mengeluarkan
tiga tambahan pernyataan paska pemilu
yang merinci temuan-temuannya tentang
dana kampanye dan proses penyelesaian
sengketa pemilu.

OBSERVASI

Walaupun tidak menawarkan kesimpulan
secara keseluruhan, observasi berikut ini
didasarkan pada perhatian the Carter Center
terhadap proses pemilu di Indonesia selama
ini dan masa pemantauan the Carter Center
selama dua bulan di Indonesia tahun 2009

Perencanaan dan Penyelenggaraan



Pemilu

Pemilu legislatif 2009 dinodai oleh masalah
administratif serius, terutama terkait dengan
daftar pemilih, yang berasal dari data yang
sudah kadaluarsa dari Departemen Dalam
Negeri. Masalah lain yang mempengaruhi
perencanaan dan penyelenggaraan pemilu
termasuk antara lain terlambatnya
penyebaran Undang-Undang Pemilu tahun
2008, yang tidak memungkinkan
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mengeluarkan sebuah laporan mengenai
prosedur dana kampanye beserta
rekomendasi untuk perbaikan. Laporan
tersebut meliputi saran perubahan terhadap
Undang-Undang tentang Pemilu yang dapat
memberikan kejelasan yang lebih baik
mengenai kewajiban pelaporan bagi caleg-
caleg perseorangan dan tim kampanye tidak
resmi maupun tim kampanye resmi dan
partai-partai politik. la juga
merekomendasikan pemberian tambahan
wewenang kepada KPU untuk melakukan
audit investigatif dan meminta tambahan
informasi dari para kontestan.

Penyelesaian Sengketa Pemilu

Sebuah komponen utama dari sistem pemilu
yang transparan dan adil adalah proses
dalam penyelesaian sengketa pemilu. Untuk
alasan ini, penyelesaian sengketa pemilu
telah menjadi fokus utama bagi misi
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PEMANTAUAN PEMILU CARTER CENTER DI INDONESIA

Pemilu April 2009 di Indonesia merupakan
pemilu nasional yang ketiga yang dipantau oleh
The Carter Center. Dukungan Carter Center
terhadap transisi dan konsolidasi demokratis di
Indonesia dimulai pada tahun 1999 ketika The
Carter Center, berkolaborasi dengan National
Democratic Institute for International Affairs
(NDI), mengirim delegasi yang terdiri dari 100
orang untuk memantau pemilu bulan Juni.
Selama keberadaannya di Indonesia selama tujuh
bulan, The Carter Center dan NDI mengeluarkan
sejumlah pernyataan publik yang merinci tentang
proses pemilu.

The Carter Center juga melakukan sebuah
penilaian yang komprehensif terhadap proses
pemilu 2004, dengan kehadiran aktifnya selama
pemilu legislatif bulan April, dan delegasi besar
pada putaran pertama dan kedua dalam pemilu
presiden. Laporan terakhir dari pemilu 2004,
maupun seluruh pernyataan publik dari misi
pemantau pemilu The Carter Center tahun 1999
dan 2004, tersedia online di
www.cartercenter.org

MISI PEMANTAU TERBATAS THE
CARTER CENTER KE INDONESIA, APRIL
2009

The Carter Center melakukan pemantauan
pemilunya sesuai dengan Deklarasi Prinsip-
prinsip Pemantauan Pemilu Internasional, dan
Etika dan Peraturan Perilaku Pemantauan Pemilu
Internasional yang diterapkan di Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada tahun 2005.
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Untuk pemilu legislatif tanggal 9 April 2009, The
Carter Center mengirim sebuah misi pemantau
pemilu terbatas. Tidak seperti misi pemantau
pemilu yang komprehensif, dimana seluruh aspek
dari proses pemilu akan dinilai, sebuah misi
terbatas atau misi dengan fokus tertentu adalah
misi dimana satu aspek atau lebih dalam proses
pemilu menjadi fokus topik. Sehubungan dengan
Deklarasi Prinsip-prinsip Pemantauan Pemilu
Internasional, sebuah pemantau pemilu terbatas
hanya berkomentar atas aspek-aspek proses
pemilu yang dipantau. Berdasarkan temuan-
temuan misi penilaian sebelum pemilu pada
bulan Desember 2008, The Carter Center
memutuskan untuk melakukan sebuah misi
pemantauan terbatas yang memfokuskan diri
pada tiga aspek utama proses pemilu: (1)
penyelenggaraan pemilu, (2) pelaporan dana
kampanye, dan (3) penyelesaian sengketa pemilu
paska pemilu. Selain itu, para pemantau The
Carter Center juga dikirim ke propinsi Aceh.
Berhubung jangkauan misi yang terbatas, The
Carter Center tidak dapat memberi komentar
terhadap seluruh proses pemilu. Sebagai
gantinya, The Carter Center mengeluarkan
pernyataan-pernyataan publik mengenai masalah
yang menjadi fokus topik.

KOMITMEN INTERNASIONAL
INDONESIA

Penilaian The Carter Center terhadap aspek
pemilu legislatif tanggal 9 April 2009 di
Indonesia didasarkan pada perundang-undangan
domestik dan kewajiban hukum internasional
Indonesia (lihat Tabel 1).


http://www.cartercenter.org/

Tabel 1. Status Penandatanganan dan Ratifikasi di Indonesia *

Perjanjian/Deklarasi Status Tanggal

Perjanjian Internasional Hak Diratifikasi 2/23/2006

Sipil dan Politik Perjanjian: Pasal. 1
Konvensi Internasional Diratifikasi 6/25/1999
mengenai Penghapusan Segala Perjanjian: Pasal 22
Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi Internasional Diratifikasi 2/23/2006
mengenai Hak Sosial Ekonomi Perjanjian: Pasal 1
dan Budaya

Konvensi mengenai Diratifikasi 9/13/84

Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap
Perempuan
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paska pemilu, dua pemantau tetap berada di
Jakarta untuk menilai kerangka kerja hukum
penyelesaian sengketa dan kegiatan Mahkamah
Konstitusi (MK), sementara empat pemantau
dikirim kembali ke propinsi Aceh dan pemantau
jangka panjang tambahan terus memantau dan
menindaklanjuti pencarian fakta di Yogyakarta,
Lombok, Jawa Timur, dan Bali.

PEMANTAUAN HARI PEMILU

Sebagai misi pemantau terbatas, misi the Carter
Center tidak fokus pada pelaksanaan hari pemilu.
Akan tetapi, pada hari pemilu, sebuah tim kecil
beranggotakan 15 pemantau, melakukan
pemantauan kegiatan pemungutan suara di Aceh,
Jakarta, Bandung, Bogor, dan Denpasar. Di setiap
TPS yang dikunjungi, para pemantau berbicara
dengan petugas yang bertanggungjawab,
perwakilan partai politik yang terakreditasi,
pemantau lokal, dan para pemilih untuk mencari
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partai lokal lain, tidak tidur di rumah mereka
sendiri lagi dan sering merubah lokasi karena
khawatir terhadap kekerasan, penculikan, dan
membahayakan keluarga mereka.

Sebagai akibat dari suasana paska konflik di
Aceh, pemantau Carter Center mencatat sejumlah
contoh ketika pernyataan-pernyataan yang tidak
secara langsung mengancam tetapi
diinterpretasikan sebagai intimidasi oleh para
pemilih maupun kandidat. Suasana ini
menimbulkan beban khusus bagi pasukan
keamanan untuk memastikan bahwa tindakan
mereka diinterpretasikan sebagai netral atau tidak
berpihak. Akan tetapi, respon polisi yang
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UNDANG UNDANG TENTANG PEMILU

Pemilu 9 April 2009 di Indonesia diatur oleh
Undang-Undang Tentang Pemilu (UU 10/2008),
yang diadopsi pada tanggal 31 Maret 2008, dan
Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan
Pemilu (UU . 22/2007, “Tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum,” 19 April 2007), maupun
seluruh peraturan yang disahkan oleh KPU.
Meskipun The Carter Center tidak melakukan
sebuah analisa kerangka kerja undang-undang
pemilu secara penuh, berdasarkan penilaian
proses pemilu dan analisa aspek yang
berhubungan dengan undang-undang, The Carter
Center menawarkan observasinya berikut ini.

UU 10/2008 merupakan penerus UU . 12/2003
(*Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), DPRD (DPR Daerah) Propinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota,” 3 Maret 2008).
Akan tetapi, banyak stakeholder melaporkan
kepada The Carter Center bahwa UU 10/2008
tidak memperbaiki UU 12/2003, malah
menciptakan lebih banyak masalah daripada
menanganinya. Sementara UU 12/2003 cukup
panjang, terdiri dari 150 pasal, UU 10/2008 dua
kali lebih panjang, dengan 320 pasal. Seperti
halnya tahun 2003, undang-undang baru ini
disiapkan oleh Departemen Dalam Negeri, yaitu
sebuah lembaga pemerintah yang mungkin tidak
sesuai untuk menyiapkan serangkaian undang-
undang yang memerlukan keahlian khusus di
bidang pemilu dan administratif.

Jumlah pasal dalam undang-undang tentang
pemilu dan banyak peraturan yang kemudian
menjabarkan undang-undang tersebut
mengakibatkan sistem peraturan yang rumit dan
sulit untuk diterapkan. Undang-undang yang
mengatur pemilihan umum, terutama pasal-pasal
mengenai prosedur penyelenggaraan, terlalu
rumit.
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Idealnya, peraturan seharusnya menjabarkan
prinsip-prinsip dan petunjuk umum yang
ditetapkan oleh undang-undang pemilu. Akan
tetapi, karena undang-undang pemilu sendiri
sudah rinci dan spesifik, peraturan administratif
yang dikeluarkan oleh KPU seringkali hanya
mengulang isi undang-undang pemilu, bukannya
memberikan kejelasan.

Selain daripada itu, dibawah sistem Indonesia,
sebuah undang-undang pemilu disiapkan untuk
setiap pemilu. Sistem ini memerlukan pejabat
pemilu untuk mempelajari peraturan-peraturan
dan ketentuan baru untuk setiap pemilu. Dalam
hal UU 10/2008, tantangan-tantangan yang
disebabkan oleh kompleksitas dan detil dari
undang-undang ini diperbesar dengan pelatihan
yang sangat singkat yang diterima oleh sebagian
besar petugas TPS. Sebagian besar karena
kombinasi dari undang-undang dan peraturan
baru ini, serta program pelatihan yang kurang
memadai, pemantau mencatat sejumlah masalah
dalam implementasi di TPS-TPS yang dipantau,
khususnya yang berhubungan dengan
penghitungan dan tabulasi suara.

The Carter Center khawatir khususnya mengenai
penerapan undang-undang pemilu baru untuk
setiap putaran pemilu. Adopsi sebuah undang-
undang yang masih bisa diterapkan pada
beberapa pemilihan umum nasional, dan bisa
dijelaskan maupun dikembangkan dengan
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baru, sehingga membuat penghimpunan
Tujuan sebuah persyaratan pengalaman pemilu pengalaman menjadi hampir tidak mungkin.
akan lebih dapat dicapai dengan ketentuan yang Masa jabatan yang bergiliran akan
lebih spesifik, dengan menguraikan sifat,
jangkauan, dan minimum pengalaman kerja yang
dibutuhkan di bidang yang berhubungan dengan
pemilu, bagi setiap tingkat jabatan KPU. Ujian-
ujian untuk menentukan tentang karakteristik
yang lebih subyektif seperti kepribadian dan
loyalitas kepada konstitusi bisa dipersingkat atau
disederhanakan. Sebagai tambahan, tes
kecerdasan bisa dihilangkan sama sekali
mengingat persyaratan tingkat pendidikan
minimum untuk keanggotaan KPU. Secara
umum, undang-undang yang berlaku saat ini
sangat tidak jelas dan kemungkinan akan
menghasilkan sebuah komisi yang tidak
memenuhi standar keahlian yang diperlukan.

Selama proses seleksi, harus diberikan sebuah
pemikiran yang lebih untuk membentuk sebuah
tim komisaris dengan seperangkat ketrampilan
yang kuat dan beragam sehingga anggota KPU
memiliki pengetahuan di bidang akunting,
teknologi informasi, undang-undang tentang
pemilu, dan topik terkait yang lain. KPU tahun
2009 kurang variasi ketrampilan yang akan
memungkinkan KPU untuk mengelola berbagai
masalah dengan cara yang terinformasi dan
proaktif. Contohnya, meskipun pengadaan adalah
tanggung jawab sekretariat KPU, anggota KPU
memiliki tanggung jawab untuk membuat
kebijakan, termasuk hal-hal yang berhubungan
dengan teknologi informasi. Oleh karena itu,
sangat penting bahwa beberapa anggota KPU
memiliki pengetahuan tentang teknologi
informasi sehingga mereka memahami akibat
sepenuhnya dari teknologi semacam itu terhadap
proses pemilu.

Selain itu, menggilir masa jabatan anggota KPU
yang berbeda kemungkinan akan meningkatkan
efektifitas KPU di semua tingkatan. Berdasarkan
peraturan saat ini, setiap pemilu kemungkinan
akan diselenggarakan oleh sekelompok komisaris
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nasihat kepada Departemen Dalam Negeri
sebelum membuat keputusan mengenai pemilu,
yang mungkin dapat menghambat KPU untuk
secara profaktif menangani rintangan dan
menyelesaikan masalah secara kreatif.

Masalah-masalah ini ditambah dengan undang-
undang pemilu, yang kadang di beberapa bagian
sangat terperinci dimana seharusnya mungkin
undang-undang memberi KPU lebih banyak
keleluasaan dan otonomi.> Contohnya, jadwal
untuk tahap-tahap yang berbeda dalam proses
pemilu seharusnya dapat ditetapkan oleh KPU,
sehingga dapat memfasilitasi pendekatan yang
lebih dinamis untuk mengelola proses pemilu.
KPU akan mendapat manfaat yang berarti dengan
otonomi yang lebih besar, yang berhubungan
dengan manajemen internal dan masalah-masalah
keuangan, seperti pengadaan.

DAFTAR PEMILIH

Walaupun beberapa masalah administratif
mempengaruhi pemilu legislatif 2009, yang
paling serius adalah yang berhubungan dengan
daftar pemilih. Penyusunan sebuah daftar pemilih
yang akurat merupakan sebuah cara penting

®> Jv8}ZvGC W W e Datdkepeneitiukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia
dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 (dua belas)
MO V o
~TeW "W upsS IZ]JE v § % ulo]Zz
(tiga) bulan setelahd 15 EJu vC S
W e 010 ~TeW A

% U]JO]ZX_ W s 0 i0 ~TeW "WW" A i]
terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan
berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya

% VPpupu vX_ W ¢ 0 706 ~TeW 7
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling
lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya daftar pemilih
*UVS E Z ¢]JO0 % & ]I v
pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal

% UPVPPS v ep E X_

E] WWAX_ W ¢ 0 81 ~ieW 7

untuk memajukan hak untuk memilih.° Oleh
karena itu, penting bahwa undang-undang dan
peraturan mengenai daftar pemilih jelas dan
masuk akal dan memungkinkan peng-update-an
secara berkala terhadap daftar pemilih sehingga
ia bisa seakurat mungkin. Ketika dibandingkan
dengan UU 12/2003, undang-undang yang
berlaku untuk pemilu 2009 tampaknya telah
memperlemah proses pendaftaran.

UU 12/2003 menetapkan KPU mempunyai
kekuasaan terhadap pengumpulan data pemilih.’
Pasal 53 dalam undang-undang tersebut
menetapkan bahwa pendaftaran pemilih
dilakukan oleh seorang petugas yang akan
mendatangi rumah pemilih atau bahwa pemilih
dapat mendaftarkan diri ke kantor KPU setempat.
Pasal tersebut juga menetapkan bahwa
pendaftaran pemilih harus selesai dilaksanakan
paling lambat enam bulan sebelum hari
pemungutan suara dan bahwa prosedur atau tata
cara pelaksanaan pendaftaran pemilih harus
ditetapkan oleh KPU.

Sebagai perbandingan, pasal-pasal yang
berhubungan dengan pendaftaran pemilih dalam
undang-undang yang mengatur pemilu 2009
secara jelas mengurangi kekuasaan KPU terhadap
kualitas data dan hanya memberikan sedikit
ruang untuk fleksibilitas mengenai kerangka
waktu dan prosedur untuk pengembangan daftar

opu Z E118 vPP 0 % UpvPus v ep E X_ W « 0 10
]+ o]l v % o]J]vP o u i
I % v pu ul vX_

(8§ & % u]o]Z = u vs &
lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data

]eHepv % o]vP

uo lplv % E ]I v
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Petugas TPS disumpah oleh ketua TPS sebelum pembukaan TPS.

lebih rendah. Akan tetapi kurang terbiasanya
beberapa staf KPU dengan prosedur hari pemilu
memperlihatkan bahwa sesi pelatihan ini
mungkin kurang mencukupi untuk
mempersiapkan staf secara penuh. Para pemantau
Carter Center juga mencatat pelatihan internal
yang diberikan oleh KPU terlihat kurang
terorganisir dan kurang efektif. Selain itu,
pelatihan untuk pemilu presiden di beberapa
kejadian (contohnya di Surabaya) dilakukan
bersamaan dengan pelatihan pemilu legislatif.
Meskipun sumber daya yang terbatas mungkin
telah menghalangi dilakukannya pelatihan secara
terpisah, pelatihan secara bersamaan dapat
membingungkan staf dan idealnya bisa dihindari
di masa depan.
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Kurangnya pendanaan dan kesulitan logistik juga
mempengaruhi perekrutan staf KPU. Contohnya,
KPU Surabaya mengemukakan kepada pemantau
Carter Center bahwa pendanaan dan logistik
selama tahap pemilu ini tidak cukup untuk
memberikan pelatihan bagi seluruh petugas dan
anggota staf. Selain itu, petugas TPS jarang yang
memiliki tingkat pendidikan tinggi dan hanya
menerima upah sekali sebesar Rp 100,000.

Lembaga-lembaga internasional telah melakukan
berbagai kegiatan pelatihan bagi staf KPU selama
masa pra pemilu. Program Pendukung Multi
Donor bagi Pemilu telah memberikan bantuan
teknis kepada KPU dengan fokus pada pengadaan
perlengkapan dan jasa, strategi komunikasi luar,



dan panduan teknis untuk prosedur pemungutan
dan penghitungan suara. Selain itu, bantuan juga
diberikan dalam bentuk berbagai kegiatan, seperti
lokakarya, pelatihan-pelatihan, konsultansi, dan
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Teknisi memperlihatkan kepada pemantau Carter Center bagian dari sistem ICR yang
dirancang untuk memungkinkan tabulasi suara secara cepat di seluruh Indonesia.
Sayangnya, kekurangan yang serius pada sistem ini menghalangi pe
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Untuk memproses halaman-halaman dari satu
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PEMBAGIAN KURSI

Meskipun undang-undang pemilu menguraikan
secara singkat sistem penghitungan suara dan
selanjutnya pembagian kursi, ada kekhawatiran
bahwa, dalam prakteknya, prosedur pembagian
kursi tidak selalu diikuti dan bahwa seluruh
proses kurang transparansi. Pada tanggal 9 Mei,
KPU mengumumkan hasil resmi pemilu. Akan
tetapi, pada tanggal 13 Mei, KPU mengumumkan
hasil yang direvisi setelah bertemu dengan
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Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan
penghitungan ulang suara.

Ujian Mampu Baca Qur’an

Meskipun ada perdebatan antara pengurus pemilu
di tingkat lokal dan nasional mengenai masalah
ini pada tahun 2008, kandidat Muslim untuk
DPRD di Aceh diharuskan untuk lulus tes baca
Qur"an. Secara umum, partai-partai politik tidak
mengangkat masalah tes baca Qur“an ini dengan
the Carter Center. Akan tetapi, para pemantau
menemukan sedikitnya satu daerah dimana para
calon telah didiskualifikasi karena hasil test baca
Quran. Dari 1,368 calon legislatif DPRD, hanya
ada satu calon yang non Muslim.* Tidak
diikutsertakannya caleg atas dasar tes mampu
baca Qur“an akan kelihatan bertentangan dengan
kewajiban Indonesia untuk memastikan seluruh
pembatasan hak untuk dipilih didasarkan pada
kriteria yang bijaksana, obyektif dan non-
diskriminatif.'® Tes ini sebaiknya
dipertimbangkan kembali oleh penyelenggara
pemilu setempat sebelum pemilu yang akan
datang.

Pendaftaran Pemilih

Kekhawatiran yang paling banyak mengenai
pelaksanaan pemilu selama pemilu April 2009
adalah mengenai daftar pemilih. Akan tetapi,

®Alu vipvd IU ,}80]U A~ Z v ] §euped 31 <}E v

§ 8§ 8§} EuvW </WU_ dZ : | HSrselfit}sSU N %SX 6U 1116X
di:

http://www.thejakartapost.com/news/2008/09/08/aceh-
candidates-must-take-koran-test-run-kip.html.

'® Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Pernyataan Umum No.

TAU % & PE (iAuvg ST vU"WvVv E % Vv ZI| C VvP (I18](
dan kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan

memastikan bahwa orang-orang yang berhak untuk

memilih memiliki kebebasan untuk memilih calonnya.

Pembatasan apapun terhadap hak untuk ikut serta dalam

pemilihan, seperti batas umur, harus dapat dibenarkan

berdasarkan kriteria yang obyektif dan bijaksana. Orang
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mereka, dan yang dua orang ini kemudian akan
melatih yang lima lagi. Di pelatihan petugas TPS
yang dihadiri oleh para pemantau The Carter
Center, sebagian besar petugas TPS sudah pernah
membantu di pemilu tingkat nasional atau lokal
sebelumnya. Oleh karena itu, banyak dari
prosedur-prosedur praktis dari pemilu
sebelumnya —
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Petugas TPS bersiap-siap untuk pemungutan suara dekat Bener Meriah, Aceh. Tiap pemilih di Indonesia menerima surat
suara terpisah untuk tiap jenis pemilihan, sehingga memerlukan empat kotak suara di tiap TPS.

DANA KAMPANYE

Partisipasi partai-partai politik merupakan korupsi terkait kampanye pemilu dan untuk
komponen yang sangat penting dalam politik
demokratis, dan pendanaan penting untuk
memastikan bahwa partai-partai mampu untuk
terlibat dalam kampanye yang kompetitif. Akan
tetapi, skandal korupsi dan penggunaan dana
kampanye yang tidak patut tetap menjadi
penghalang serius bagi konsolidasi demorasi di
banyak negara. Peraturan dana kampanye

yang teliti, seperti yang termasuk dalam undang-
undang pemilu tahun 2008 yang mulai diterapkan
oleh Indonesia untuk pemilu tahun 2009, adalah
salah satu cara untuk mengurangi praktek-praktek
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mereka tepat waktu. Pada tanggal 25 Mei, KPU
melaporkan bahwa 28 persen dari sebanyak 1,116
calon-calon anggota DPD (atau 312 calon) belum
menyerahkan laporan dana kampany mereka
kepada KPU. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)
juga telah meminta untuk mendiskualifikasikan
27 partai di tingkat propinsi karena tidak
menyerahkan laporan mereka tepat waktu. Akan
tetapi, pada saat penulisan laporan ini, masih
belum jelas apakah KPU menerima rekomendasi
Bawaslu. Beberapa kantor KPU propinsi dan
Kantor Akuntan Publik telah menyebutkan
kepada Carter Center bahwa partai-partai dan
calon-calon anggota DPD yang yakin mereka
memenangkan kursi sebagian besar telah
menyerahkan laporan keuangan mereka, tapi para
kontestan yang tidak memenangkan kursi
seringkali tidak menyerahkan laporan mereka.
Tak seorangpun dari kandidat yang tidak terpilih
menyerahkan laporan mereka, dan undang-
undang tidak mengantisipasi penalti bagi para
kandidat ini yang tidak menyerahkan laporan
keuangan mereka.

Laporan dana kampanye yang telah diserahkan
kepada akuntan publik memberikan perincian
mengenai penerimaan dan pengeluaran yang
dikendalikan oleh tim-tim kampanye resmi partai
politik. Namun, banyak perwakilan partai politik
dan stakeholder yang lain memberitahu Carter
Center bahwa banyak dari penerimaan dan
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Tabel 3. Perbandingan UU Pemilu 2003 dan 2008 Mengenai Peraturan Pendanaan Kampanye

Isu UU Pemilu 2003 | Pasal | UU Pemilu 2008 Pasal |
Tanggung Jawab | - | e Partai politik (DPR, DPRD, DRPD | 129 (1)
Keuangan untuk Kabupaten)

Pendanaan Kampanye
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Isu UU Pemilu 2003 Pasal UU Pemilu 2008 Pasal
Larangan-larangan Para kandidat dilarang |77 (1) |Para pelaksana kampanye tidak 87
kampanye memberikan uang atau boleh menjanjikan atau memberikan

materi lainnya dengan uang atau memberikan materi
tujuan mempengaruhi lainnya sebagai kompensasi secara
para pemilih langsung atau tidak langsung; untuk
tidak melaksanakan hak memilih,
melaksanakan hak memilih secara
tidak sah, memilih partai tertentu
yang berkompetisi, memilih
kandidat tertentu.
Tenggat Waktu
Pelaporanawaldan | - | - 7 hari sebelum kampanye 134
informasi rekening bank
Pendapatan dan 60 hari setelah pemilu |79 (1) |15 hari setelah pemilu (24 April) 135 (1)
Pengeluaran kepada
auditor
Tenggat waktu audit 30 hari setelah 9 e e
penerimaan laporan
Hasil audit kepada KPU |7 hari setelah 79 (3) |30 hari setelah penerimaan (24 Mei) 135 (3)
penyelesaian audit
Pengumuman hasil audit | - ---- | 7 hari setelah penerimaan 135 (4)
kepada partai-partai yang
berkompetisi
Pengumuman kepada | - | - 10 hari setelah hasil audit diterima (3135 (5)

publik oleh KPU
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PENGGUNAAN UANG UNTUK
MEMPENGARUHI PEMILIH
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KPU secara resmi membatalkan tafsiran ini
dengan peraturan yang menyatakan bahwa
sumbangan perseorangan dan perusahaan tidak
boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan
dalam undang-undang pemilu.®' Efektifitas
peraturan dan instruksi dana kampanye seringkali
bergantung pada konsistensinya; perubahan yang
terlambat dan pesan yang simpang siur bisa
menimbulkan kebingungan dan dalam hal ini
mungkin bisa membawa pengaruh pada
bagaimana para kontestan melaporkan
sumbangan yang mereka terima pada periode
antara dikeluarkannya pedoman awal dan
diberlakukannya perubahan kemudian.

Secara umum, para pemantau Carter Center
melihat bahwa partai-partai merasa bahwa format
pelaporan dana kampanye cukup mudah diikuti
dan pada umumnya yakin bahwa mereka dapat
menyerahkan laporan mereka tepat waktu.
Namun beberapa perwakilan partai mengatakan
bahwa perwakilan KPU di daerah yang dipantau
oleh Carter Center tidak bisa memberikan
panduan tambahan mengenai format laporan
karena sepertinya mereka juga kurang memahami
prosedurnya.

* peraturan KPU nomor 38 tahun 2009.
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Para pendukung Partai Demokrat berpartisipasi dalam
sebuah kampanye. Partai-partai membelanjakan uang
untuk kaos, poster, dan baliho.



PEMANTAUAN PENDANAAN KAMPANYE DI PROPINSI ACEH

Pada bany
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PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Sebuah komponen utama dari sistem pemilu
yang transparan dan adil adalah proses dalam
penyelesaian sengketa pemilu. Mekanisme
semacam itu penting untuk melindungi hak
warga negara dan membantu menentukan
apakah pemilu benar-benar merupakan
cerminan yang sesugngguhnya dari kehendak
warganya. Jelas, agar pemilu dapat dianggap
kredibel, penting bagi para pemilih dan
kontestan pemilu untuk memiliki akses ke
mekanisme penyelesian sengketa pemilu yang
independen, adil, dapat diakses dan efektif.*

Untuk alasan ini, penyelesaian sengketa pemilu
(EDR/Electoral
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memberi panduan mengenai pnyelesaian
pelanggaran-pelanggaran administratif baru
ditandatangani pada 30 Desember 2008. Oleh
karena itu, pada tahun 2008, ketika banyak
kegiatan-kegiatan pemilu sedang berlangsung,
tidak ada peraturan mengenai hal ini. Selain
itu, Kode Etik untuk anggota KPU dan
Bawaslu/Panwaslu belum ditandatangani
hingga Oktober 2008 dan oleh karena itu belum
ada selama enam bulan pertama pada proses
pemilu, yang dimulai dengan pembaharuan
daftar pemilih pada April 2008.
P
PR

‘ =7 ‘-

Sebuah TPS di pinggiran kota Jakarta memberi contoh
bagaimana cara daftar kandidat dipajang secara publik
di tiap TPS, untuk memastikan bahwa para pemilih
mendapat cukup informasi mengenai pilihan mereka.

MEKANISME UNTUK PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADMINISTRATIF DAN
PIDANA DAN TANTANGAN-
TANTANGAN IMPLEMENTASI

Seperti tercantum dalam Undang-Undang
Pemilu tahun 2008,*® ada dua kategori utama
dari pelanggaran-pelanggaran pemilu, yaitu:
administratif dan pidana. Mereka yang berhak
mengajukan pengaduan adalah warga negara
Indonesia yang memiliki hak untuk memilih,
pemantau pemilu, dan para kontestan pemilu.®*

Pengaduan dapat dibuat pada setiap tahap
proses pemilihan. Menurut undang-undang

% UU 1072008, Pasal 248 dan 252.
% Undang-Undang 10/2008, Pasal 247 (2); Peraturan
Bawaslu No. 05/2008.
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pemilu, dugaan pelanggaran harus dilaporkan
ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditingkat
nasional, kepada Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu) di tingkat propinsi dan kabupaten
atau kepada pengawas pemilu di luar negeri
bagi pemilih yang berada di luar negeri.*®
Laporan lisan atau tertulis harus diberikan
kepada Bawaslu pada tingkat yang sesuai tidak
lebih dari tiga hari setelah kejadian.* Setelah
me-review pengaduan, Bawaslu atau Panwaslu
akan menentukan apakah kasus tersebut bersifat
administratif atau pidana dan menyampaikan ke
KPU untuk keputusan atau polisi untuk
investigasi.>” KPU harus me-review dan
menentukan kasus administratif dalam kurun
waktu tujuh hari sejak diterimanya pengaduan
tersebut. *® Polisi memiliki 14 hari untuk
melakukan investigasi dan membawa kasus
kriminal ke Jaksa Penuntut Umum apabila
mereka berhasil mengumpulkan bukti yang
cukup.® Jaksa kemudian harus menyerahkan
berkas perkara yang sudah lengkap ke
Pengadilan Negeri dalam kurun waktu lima hari
sejak kasus diterima. Dalam kasus tuduhan
pelanggaran administratif, KPU bertanggung
jawab untuk membuat keputusan akhir.

Hingga tanggal 10 Mei, 2009, Bawaslu telah
mencatat sebanyak 7,347 kasus secara nasional
yang dirasa oleh Bawaslu mengandung dugaan-
dugaan pelanggaran administratif. Sebanyak
3,912 kasus dari kasus-kasus tersebut, memiliki
dasar yang cukup untuk diajukan ke KPU untuk
mendapat keputusan.

Dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif
yang tercatat oleh Bawaslu termasuk,

% Undang-Undang 10/2008, Pasal 247 (3); Peraturan
KPU No. 44/2008.

% Undang-Undang 10/2008, Pasal 247 (3,4).

%" Bawaslu juga dapat menentukan bahwa pengaduan
yang diserahkan tidak menjamin investigasi bila bukti
yangdiajukan tidak cukup tetapi mereka harus
menginformasikan kepada pengadu dan menyimpan
catatan mengenai kasus tersebut.

% Undang-Undang 10/2008, Pasal 250 ; Peraturan KPU
No. 44/2008, pasal 16.

%9 39Undang-Undang 10/2008, Pasal 253 (1).



diantaranya, kasus-kasus pejabat pemerintah
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Semua kasus yang diterima oleh Bawaslu atau
Panwaslu sekarang ini dikategorikan sebagai
kemungkinan pelanggaran administratif atau
pidana, dan diteruskan ke KPU atau polisi.
Oleh karena itu, peran Bawaslu atau Panwaslu,
bahkan yang berkaitan dengan sengketa
administrasi yang tidak melibatkan dugaan
pelanggaran undang-undang, hanya
meneruskan kasusnya ke KPU dengan
rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Selain mandat yang telah diubah,*
dibandingkan dengan Undang-Undang Pemilu
2003 ** Undang-Undang yang berlaku saat ini
telah mengurangi jumlah anggota dalam
struktur Bawaslu dan Panwaslu. Pada tahu
2003, Bawaslu memiliki sembilan anggota.
Baik di tingkat propinsi dan kabupaten,
Panwaslu memiliki tujuh anggota dan Panwaslu
pada tingkat kecamatan memiliki lima anggota.
Anggota-anggota ini direkrut dari berbagai
macam profesi termasuk polisi, kejaksaan,
akademisi, media dan termasuk didalamnya
tokoh-tokoh masyarakat.** Namun dalam
Undang-Undang Administrasi Pemilu 2007,
keanggotaan masing-masing Bawaslu menurun
secara signifikan: Bawaslu hanya terdiri dari
lima anggota, dan Panwaslu di tingkat propinsi,
kabupaten dan kecamatan hanya tiga orang.*
Juga yang dicatat dalam undang-undang 2007
adalah kurangnya ketentuan yang spesifik
mengenai perekrutan dari berbagai bidang.
Perubahan-perubahan ini mewakili penurunan
hampir sebanyak lima puluh persen dalam
jumlah manajer untuk kantor-kantor ini yang
mungkin secara signifikan dapat mempengaruhi
kemampuan Bawaslu/Panwaslu untuk
menjalankan pekerjaan mereka secara efektif.

Pembentukan Panwaslu yang terlambat di
tingkat propinsi dan kabupaten telah secara luas
dikritik karena menghambat penyelesaian

“®hh ifl17ii71 ~d v8 vP W u]o]Z v hupu
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dan Dewan Perwakio v Z IC § & z_X

* Undang-Undang 12/2003, pasal 124
45Undang-UndangZZ/ZOO?,pasal73.

sengketa pemilu yang tepat waktu. Menurut
pasal 71 Undang-Undang 22/2007, kantor-
kantor Panwaslu di propinsi-propinsi
seharusnya sudah didirikan tidak lewat dari satu
bulan sebelum dimulainya tahap pertama
pemilu, yang dimulai dengan update
(pembaharuan/perbaikan) daftar pemilih pada 5
April 2008. Tadinya jadwal pembentukan
Panwaslu adalah untuk semua Panwaslu
propinsi dibentuk pada saat yang sama. Sejak

vPP}S§
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sengketa-sengketa hasil pemilu yang seringkali
secara politik sensitif.

MK mulai menerima kasus-kasus yang
berkaitan dengan hasil pemilu legislatif 2009
setelah pengumuman oleh KPU pada tanggal 9
Mei. Dengan jumlah partai yang hampir dua
kali lebih banyak bersaing untuk memperoleh
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dari putusan ini kadangkala tidak tercermin
secara konsisten dalam undang-undang atau
peraturan lainnya. Sesuai dengan peraturan
KPU nomer 15/2009, hanya dewan partai pusat
di tingkat nasional dan kandidat DPD yang
dapat mendaftarkan kasus ke Mahkamah
Konstitusi.>® Peraturan ini, begitu juga pasal
yang terdapat di dalam UU 24/2003° yang
dijadikan dasar, dapat diinterpretasikan tidak
konsisten dengan keputusan MK tahun 2008.
Dengan tujuan untuk mempromosikan
kepastian sehubungan dengan kerangka kerja
hukum dan proses penyelesaian sengketa,
adalah penting bahwa aturan-aturan dan
peraturan-peraturan diselaraskan dengan
keputusan MK sebelum pemilu yang berikut.

Selain itu, putusan MK telah membuka pintu
bagi sengketa-sengketa internal partai mengenai
alokasi kursi. Tetapi, pada saat ini, undang-
undang tentang Mahkamah Konstitusi,

% peraturan KPU No. 15/2009, pasal 97.

3 Undang-undang 24/2003, pasal 74 mengenai
Mahkamah Konstitusi; Peraturan KPU No. 15/2009,
pasal 97, "Prosedur teknis pengumuman hasil resmi
Pemilihan Umum untuk menetapkan pembagian kursi
bagi anggota legislatif yang terpilih."
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Undang-Undang Pemilu, dan peraturan terkait
lainnya tidak menyediakan mekanisme yang
dapat menyelesaikan konflik-konflik semacam
ini. Walau mereka dianggap sebagai kontestan-
kontestan pemilu, berdasarkan keputusan MK,
kandidat-kandidat perseorangan tidak dapat
mendaftarkan sengketa internal partai berkaitan
dengan hasil pemilu kepada MK kecuali jika
mereka mendapat persetujuan dari dewan
partai. The Carter Center telah diberitahu
bahwa hal ini menjadi persoalan bagi beberapa
kandidat yang telah menuduh bahwa sebagai
akibat dari deal atau perjanjian yang dibuat,
kerapkali di tingkat kecamatan, suara pemilih
dari satu kandidat “digelembungkan” ke
kandidat yang lain dalam partai yang sama pada
hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Para
kandidat memberi usulan bahwa mereka
seharusnya memiliki hak untuk mencari
penanggulangan langsung ke Mahkamah
Konstitusi.



STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Selama periode paska pemilu, dua tim
pemantau pemilu Carter Center menyelesaikan
studi kasus mengenai sejumlah terbatas
sengketa pemilu yang dipilih secara acak yang
berasal dari dalam propinsi Aceh. Sifat terbatas
dari studi kasus ini berarti bahwa mereka
sebaiknya tidak digunakan untuk menarik
kesimpulan umum mengenai proses
penyelesaian sengketa di Indonesia secara
keseluruhan. Tetapi, studi kasus ini
memungkinkan The Carter Center untuk
memahami lebih baik peran dan efektifitas
saluran adminstratif dan pidana bagi
penyelesaian sengketa di Indonesia.

Secara umum, pemantau jangka panjang the
Carter Center mencatat bahwa sebagian besar
stakeholder pemilu di daearah pemantauan
mereka mempunyai kepercayaan yang tinggi
terhadap Mahkamah Konstitusi, namun merasa
bahwa jalan yang lain untuk penyelesaian
sengketa kadangkala tidak efektif atau tidak
responsif. Banyak narasumber yang
diwawancara mengemukakan bahwa mandat
Bawaslu/Panwaslu yang terbatas membatasi
kemampuan mereka untuk mengusut atau
menanggapi pengaduan dan mengakibatkan
kesulitan dalam memastikan kasus-kasus
dipertimbangkan secara cermat dan
diselesaikan secara memuaskan. Dua studi
kasus yang menjadi contoh tema umum ini dan
memberikan contoh yang bersifat anekdotal
mengenai kekuatan dan kelemahan dalam
proses penyelesaian sengketa di Indonesia telah
dikutip dibawah ini.

Enambelas partai di Gayo Lues menggugat
hasil pemilu; mengklaim pelanggaran
prosedur yang signifikan

Setelah pengumuman hasil pemilu di Gayo
Lues, Aceh, 16 partai membentuk sebuah
koalisi untuk mengajukan komplain atau
pengaduan berdasarkan apa yang mereka
percaya sebagai penyalahgunaan yang
signifikan di pihak penyelenggara pemilu.
Pengaduan ini termasuk dugaan oleh 13 dari 16
partai bahwa jumlah suara para kandidat
mereka telah diubah. Dugaan yang spesifik
termasuk antara lain kepala desa berfungsi
sebagai anggota PPS, alokasi perlengkapan
pemilu yang tidak memadai di pihak KIP, saksi
partai yang tidak diperbolehkan masuk ke sesi
rekapitulasi PPK, kotak suara disimpan di
rumah pribadi pegawai negeri, pembelian suara,
dan hasil pemilu yang tidak dipublikasikan.

Selain 16 partai yang bertindak sebagai
pengadu utama, lima hingga tujuh partai
menolak untuk menandatangani hasil
rekapitulasi KIP. Partai-partai ini menyebutkan
ketidaksepakatan dengan jumlah suara tetapi
tidak mengajukan pengaduan resmi. Koalisi
yang mengajukan komplain juga termasuk tiga
partai yang memenangkan kursi — Partai Aceh,
Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP). Koalisi ini mengadakan protes di
Blangkejeren pada tanggal 23 April dan
mengirimkan sebuah delegasi yang terdiri dari
tiga orang ke Banda Aceh untuk bertemu
dengan pejabat pemerintah. Selain itu, mereka
mengajukan salinan pengaduan resmi kepada
KPU, Bawaslu, KIP Aceh, Panwaslu Aceh, KIP
Gayo Lues, dan Panwaslu Gayo Lues.
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Pemantau Carter Center berupaya untuk terus
mengikuti masalah ini dengan badan
administratif yang ditugaskan menyelesaikan
pengaduan ini, termasuk melakukan pertemuan
dengan ketua KIP Gayo Lues, untuk menilai
apakah pengaduan tersebut diperhatikan dengan
sepatutnya, dan apabila perlu, apakah perbaikan
yang efektif telah ditawarkan kepada partai-
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Secara umum, Panwaslu kelihatan tidak
responsif terhadap pelapor yang mencari
informasi mengenai status kasus di tingkat
kabupaten atau kecamatan. Banyak partai yang
melaporkan kasus kepada Panwaslu
mengatakan mereka masih tidak jelas mengenai
status kasus mereka. Interaksi awal yang buruk
dan kurangnya tanggapan dari Panwaslu juga
mengurangi kemauan partai untuk melaporkan
kasus pada proses pemilu kemudian.

Penyelesaian Prosedur Administratif KIP
Denga
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kasus-kasus baru saja dilaporkan ke Mahkamah menawarkan pemantauannya mengenai peran
Konstitusi. Sebagai akibatnya, The Carter dan tindak Mahkamah Konstitusi secara lebih

Center tidak dapat mengikuti proses ini di umum.
tingkat lokal. Namun, the Carter Center telah
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemantauan the Carter Center di Indonesia
bersifat terbatas. Oleh karena itu, the Center
tidak dapat menawarkan pemantauan dan
rekomendasi proses pemilu secara keseluruhan.
Namun, dalam semangat kerjasama dengan
rakyat, pemerintah, pemimpin politik, dan
lembaga-lembaga pemilu Indonesia, the Center
menawarkan kesimpulan rekomendasi berikut
ini. Rekomendasi-rekomendasi meliputi aspek-
aspek proses pemilu yang membentuk inti misi
terbatas the Carter Center dan memiliki potensi
untuk memainkan peran penting dalam
menjamin kredibilitas proses. The Center juga
mencatat beberapa kekurangan-kekurangan
penting yang, jika tidak ditangani sebelum
pemilu nasional selanjutnya tahun 2014, dapat
menghambat efisiensi dan efektifitas sistem.

REKOMENDASI UMUM

1. Memastikan Pengesahan Undang-
Undang Pemilu Tepat Waktu
Apabila Indonesia terus mengharuskan undang-
undang pemilu yang baru dirancang sebelum
tiap pemilu, maka pemerintah perlu menjamin
pengesahan undang-undang pemilu oleh DPR
secara tepat waktu. Pengesahan yang tepat
waktu sebetulnya juga dapat memperbaiki
kualitas proses pemilu pada tahun 2009 dengan
memungkinkan lebih banyak waktu untuk
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peraturan dan prosedur untuk hari pemilu. Para
pemantau the Carter Center mencatat bahwa
jumlah waktu pelatihan dan informasi yang
diberikan kepada para saksi oleh partai sangat
bervariasi.

6. Mendukung Peningkatan Partisipasi
Gender dalam Penyelenggaraan Pemilu
di Aceh
Para pemantau the Carter Center di Aceh
mencatat bahwa jumlah perempuan yang
mengikuti pelatihan KIP dan pertemuan-
pertemuan pendidikan pemilih yang
diselenggarakan oleh pemerintah hanya kurang
dari 5 persen dari seluruh petugas pemungutan
suara. Perempuan juga hanya terdiri kurang dari
15 persen dari jumlah orang-orang yang
mewakili partai sebagai saksi-saksi di Aceh
pada hari pemilu. Secara positif, di TPS-TPS
yang dipantau oleh The Carter Center, jumlah
perempuan yang memberikan suara
kelihatannya sebanding, atau melebihi dari,
laki-laki. Tetapi, partisipasi perempuan h
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informasi tambahan dan dokumen penunjang
berdasarkan laporan keuangan yang diberikan
oleh para kontestan. Informasi ini sebaiknya
tersedia bagi akuntan publik yang ditunjuk
sehingga mereka dapat melakukan audit yang
lebih mendalam. Isi dari laporan ini juga
sebaiknya diumumkan kepada publik. Lebih




PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

12. Mempertimbangkan kembali Peran
Bawaslu dan Panwaslu
Peran Bawaslu dan Panwaslu saat ini terbatas
kepada peran sebagai badan penasehat dan
perujukan. Meskipun Carter Center melihat
adanya kontribusi penting yang dilakukan oleh
Bawaslu dan Panwaslu terhadap proses pemilu,
penting untuk menilai pentingnya institusi
sebagai satu kesatuan mengingat keterbatasan
yang mereka hadapi. Dalam persiapan untuk
pemilu tahun 2014, penting untuk menyiapkan
sebuah strategi reformasi penyelesaian sengketa
pemilu yang dapat dicerminkan dalam undang-
undang pemilu di masa datang. Stategi
reformasi ini dapat mencakup kemandirian dan
kemampuan yang lebih tinggi dalam KPU
untuk membuat keputusan-keputusan dan
menangani kasus-kasus EDR secara efiesien.
Strategi ini juga dapat mencakup sebuah
mediasi gabungan dan layanan penyelesaian
sengketa yang mungkin berada dalam struktur
KPU, tetapi juga mencakup unsur-unsur
eksternal dan memiliki kekuasaan untuk
mengindentifikasi, menginvestigasi dan
menuntut pelanggaran administratif dan
pidana.>

Bawaslu dan Panwaslu dapat memberi
kontribusi lebih kepada fungsi efektif dari
sistem EDR (seperti yang mereka lakukan di
tahun 2004) terkait dengan sengketa yang
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APPENDIX B

DELEGASI DAN STAF PEMANTAU PEMILU THE CARTER
CENTER

PEMANTAU JANGKA PANJANG

Sebastian Dettman, Konsultan, International
Crisis Group (ICG), Amerika Serikat

Jesse Grayman, Kandidat Ph.D. Harvard
University, Amerika Serikat

Whitney Haring-Smith, Kandidat D. Phil,
Universitas Oxford (UK), Amerika Serikat

Eunsook Joong, Kandidat Ph.D., Universitas
Wisconsin Madison, Republik Korea

John Mac Dougall, Antropologi
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APPENDIX E

DAFTAR PERIKSA PEMILU INDONESIA 2009
FORMULIR PEMBUKAAN TPS

Arrival Time: am pm

TPS Name/Location (e.g. Carter School):

Yes No N/A

Is the polling place and its surrounding environment free from obstructions to the free movement of voters, poll workers
or others?

® How many people are registered to vote at the polling center? _

IS

10

11

Were domestic observers present at the polling place to observe opening? (please write in the names of

14

15
16

17
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Overall Assessment

Instructions for this Section: Put an 'X' next to the statement that best describes your assessment of the election
environment and voting process for this polling station. If your response is "poor" or "very poor," it is important that you
provide further explanation in the comments section.

Very Good - No significant incidents or irregularities

Good - A few incidents or some minor irregularities, but none that had a significant effect on the integrity of the process

Poor - Incidents or irregularities that significantly affected the integrity of the process

Very Poor - Incidents of irregularities of such magnitude that the integrity of the process is in doubt.

Comments

Instructions: _ In the box below, please provide details of any complaints or irregularities that occurred at the polling station
that you observed. You must provide explanation for any observation question to which you answered "NO". If additional
space is required, please continue to the back of the form and/or attach additional sheets of paper to the report form.
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APPENDIX E

FORMULIR PEMANTAUAN TPS

Arrival Time: am pm

Yes No N/A
1
2

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23
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APPENDIX E

FORMULIR PEMANTAUAN PENUTUPAN TPS DAN PENGHITUNGAN SUARA

INDONESIA LEGISLATIVE ELECTION - APRIL 9, 2009

CARTER CenTER |Observer Team Names: |-|-p5 #:
Location (e.g. Town): Arrival Time: am pm
" | TPS Name/Location (e.g. Carter School): Departure Time: am pm
Observed by
TCC
Yes | No | N/A

Poll Closing

Were all voters who were in line at 12:00h allowed to vote?

Were all voters who arrived after 12:00h turned away without voting?

At 12:00h; approximately how many voters were in line to vote?

Was the closing of the Polling station peaceful?

Counting and Reconciliation

Prior to the commencement of counting, did polling officials reconcile unused and spoiled ballots with the number of
voters who cast their votes and record these numbers on the results certificate?

Were polling officials equipped with all necessary materials to complete counting (i.e. lamps, appropriate forms)?

At what time did the count begin? pm

When counting began, did it appear that the ballot boxes were free from tampering?

Did the polling official open each ballot box in the presence of candidates or their representatives?

10

Was the counting process free from efforts to link a particular ballot to a voter?

11

Was vote counting transparent and observable by party agents, domestic observers, and voters?

12

Was the counting environment peaceful?

13

Was the polling place free from the presence of unauthorized persons during counting?

14

Were all ballots accurately counted?

15

Was the validity of ballots determined in an impartial and objective manner?

16

Was the counting process free from challenges? If NO, on what grounds were these challenges based (please check
all that apply)

T Voter intent T Miscounting T Invalidation of valid ballots
T Lack of signature on the ballot paper T Other

17

How many ballots were ruled invalid for each race (e.g. 5/400)?
DPR /

DPD /

Provincial DPRD /

Municipal/Regency DPRD /

18

19

20

How many cast ballots were blank in each race (e.g. 5/400)?
DPR /

DPD /

Provincial DPRD /

Municipal/Regency DPRD /

Did polling officials follow established criteria for determining the intent of the voter?

Were vote tallies recorded publicly throughout the counting process?

21

Was the counting process free from interference (including by the security personnel and party agents)?

22

Was the counting process free from official complaints?
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SEKILAS MENGENAI THE CARTER CENTER

Ringkasan Ikhtisar: The Carter Center didirikan tahun 1982 oleh mantan Presiden Amerika
Serikat Jimmy Carter dan istrinya, Rosalynn, bekerja sama dengan Universitas Emory, untuk
meningkatkan perdamaian dan kesehatan di seluruh dunia. Sebuah organisasi non profit, non
pemerintah, Carter Center telah memberi bantuan guna memperbaiki kehidupan bagi rakyat
di lebih dari 70 negara melalui penyelesaian konflik; memajukan demokrasi, hak asasi
manusia, dan peluang ekonomi, mencegah berbagai penyakit; memperbaiki pusat kesehatan
mental; dan mengajar para petani untuk meningkatkan produksi pertaniannya.

Prestasi: The Center telah memantau 76 pemilu di 30 negara; membantu petani
meningkatkan produksi gabah hingga dua sampai tiga kali lipat di 15 negara Afrika; bekerja
untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sipil dan internasional di penjuru dunia;
mengintervensi untuk pencegahan penyakit-penyakit di Amerika Latin dan Afrika; berusaha
untuk menghilangkan stigma terhadap penyakit-penyakit mental.

Anggaran: $88.1 juta 2008-2009 anggaran operasi.

Sumbangan-Sumbangan: The Center adalah sebuah yayasan 501 (c) (3), yang didanai oleh
sumbangan-sumbangan pribadi dari individu-individu, yayasan-yayasan, perusahaan-
perusahaan dan badan bantuan pembangunan internasional. Sumbangan dari warga Amerika
Serikat dan perusahaan-perusahaan mendapat potongan pajak sesuai yang diperbolehkan oleh
hukum.

Fasilitas-fasilitas: Kapel non-golongan Cecil B. Day dan fasilitas lainnya yang tersedia buat
pernikahan, pertemuan dan rapat perusahaan dan acara-acara lainnya. Untuk informasi: (404)
420-5112

Lokasi: Di dalam sebuah taman seluas 140,000 m2, 2.4 km arah timur dari Atlanta.
Perpustakaan Jimmy Carter dan Museum, berdampingan dengan the Center, dimiliki dan
dioperasikan oleh Arsip Nasional dan Administrasi Penyimpanan Dokumen dan terbuka
untuk publik. (404) 865-7101

Staf: 160 pegawai yang mayoritas berlokasi di Atlanta.
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